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Tenaga pelaksana verifikasi (selanjutnya disingkat TPV) Program
Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat (Jamkesma: * memegang peranan
penting dalam rutinitas kesehari-harian pelaksanaan Jamk mas yaitu
memeriksa kebenaran dokumen tagihan pembiayaan pelayanan
kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah terhadap masyarakat miskin
dan tak mampu serta kelompck pekerja formal dan non formal. Meskipun
TPV tersebut melaksanakan tugas dari pemerintah (hubungan dinas
publik), nmnamun hubungan kerja tenaga pelaksana verifikasi dengan
pemerintah tersebut belumlah sebagaimana layaknya hubungan kerja
seperti pegawai negeri sipil.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (i)
bagaimana status hubungan kerja antara TPV dan pemerintah ? dan (ii)
bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi mereka ? Penelitian ini
dimaksudkan untuk mengetahui secara teoritis dari aspek yuridis
kejelasan status pekerja tenaga pelaksana verifikasi tersebut dan untuk
mendapatkan gambaran variabel-variabel yang diperlukan dalam
memberikan perlindungan hukum bagi mereka.

Penelitian ini bersifat normatif empiris. Sebagai narasumber,
ditentukan terbatas pada para pejabat struktural di lingkungan
Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
dan Badan Kepegawaian Negara yang memiliki tugas fungsi di bidang
ketenagakerjaan dan/atau kepegawaian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dualisme legalitas
formal hubungan kerja TPV dengan pemerintah, yaitu disatu sisi
diterbitkan SK pengangkatan dan di sisi lain adanya kontrak kerja. Jadi
terdapat ketidakpastian hukum dalam hal ini sehingga sudah tentu
berakibat dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum bagi TPV yang
menjadi sempit dan terbatas. Untuk itu, demi keadilan hukum bagi TPV,
maka perlu diperbaiki norma-norma dalam SK pengangkatan khususnya
dengan menyatakan dasar hukum yang jelas yang sesuai dengan Hukum
Kepegawaian dan bukan Hukum Perburuhan. Dan bila tidak
memungkinkan TPV diangkat sebagai PTT atau PNS, maka sebaiknya
dibuatkan kontrak yang bernafas Hukum Kepegav an dan buk .. Hukum
Perburuhan.
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